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A. Pengertian Lingkungan Hidup 

Masalah lingkungan hidup pada mulanya merupakan 

masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa 

menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu 

sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). 

Sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan 

sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena 

kegiatan manusia memberikan andil besar terhadap timbulnya 

faktor-faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap 

permasalahan-permasalahan lingkungan lingkungan hidup. 

Kegiatan yang dilakukan oleh menusia mempengaruhi 

keberadaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa rusak, 

tercemar dan  bisa lestari kemampuan lingkungan hidupnya 

karena campur tangan manusia dalam bentuk kegiatan. 

Kegiatan dapat berdampak positif dan berdampak negatif. 

Berdampak positif manakala kegiatan manusia mendukung 

pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Berdampak negatif 

bila yang dilakukan manusia tidak mewujudkan pelestarian 

kemampuan lingkungan hidup. Tetapi justru menimbulkan 

lingkungan tidak bisa dipakai sesuai dengan peruntukkannya. 

Dengan demikian tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah 

lingkungam yang lahir dan berkembang karena faktor manusia 

jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan 

faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, 

terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran 

PENDAHULUAN 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh 

dan menjalar diberbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan 

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi 

setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup 

Manusia di Stockholm pada tahun 1972. 

Di dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi PBB 

tersebut di atas, Indonesia menyiapkan “Laporan Nasional” 
tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia. 

Dalam rangka penyusunan “Laporan Nasional” tersebut 
telah diselenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 
15 s/d 18 Mei 1972. Dalam Seminar ini telah disampaikan 

makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan 

Hidup Manusia : Beberapa fikiran dan saran” oleh Mochtar 
Kusumaatmadja, Makalah tersebut merupakan pertama 

mengenai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.35 

 

B. Pengertian Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur 

lingkungan, yang dalam istilah beberapa bahasa asing bisa 

dikemukakan  sebagai berikut:36 

 

 
35 Koesnadi Hardjasoemantri, Op.cit, 36-37 
36 St. Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan I, Binacipta, H. 34 

HUKUM 

LINGKUNGAN 
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Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia tidak akan 

dapat dilepaskan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Secara 

garis besar sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia 

dapat dibagi dalam beberapa periode.  

 

A. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Hindia Belanda 

Pertama kali peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup pada zaman Hinda Belanda 

yaitu dengan dikeluarkannya Parelvisscherij, Sponsevisschrij 

ordonnatie (Stbl 1961 No. 157) yang dikeluarkan di Bogor oleh 

Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916. 

Ordonasi ini mengatur tentang peraturan umum dalam rangka 

melakukan periklanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan 

bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut Inggris 

dari pantai-pantai Hindia Belanda. Berikutnya secara kronologis 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada zaman 

Hindia Belanda seperti termuat dalam Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang 

disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi 

Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup yang 

diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978 adalah sebagai berikut:50  

 
50  Kusnadi Hardjasumantri, 1989, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, H. 90-92 

SEJARAH PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 
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A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merupakan istilah yang ada dalam UU No. 32 Tahun Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH), sedangkan  penambahan kata perlindungan 

merupakan perkembangan dalam undang-undang No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),  

yang hanya menyebut istilah pengelolaan lingkungan hidup.   

Penambahan kata perlindungan tersebut dalam UU PPLH 

karena,  karena dirasa UU PLH kurang memberikan 

perlindungan terhadap terhadap lingkungan hidup. Dengan 

kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, 

mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan hidup. 

Dengan demikian mengindikasikan penegakan hukumnya 

sangat lemah. Lingkungan hidup tidak hanya dikelola tetapi 

perlu juga dilakukan perlindungan. Pemerintah mempunyai 

tugas dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara 

normatif didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

PERLINDUNGAN DAN  

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 
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Proses pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh 

bangsa Indonesia, selain berdampak positip dengan meningkatkan 

kemakmuran rakyatnya, ternyata membawa pengaruh /dampak 

negatif bagi lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting 

terhadap lingkungan hidup meliputi: 

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun 

yang tak terbaharui; 

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pemborosan, pencemaran dankerusakan lingkungan  hidup, 

serta kemrosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 

d. Proses dan kegiatan yang hasinya dapat mempengaruhi 

lingkungan alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial 

dan budaya; 

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 

pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau 

perlindungan cagar budaya; 

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik; 

g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi 

besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; 

h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau 

mempengaruhi pertahanan negara.88 

 
88 Pasal 3, ayat (1), PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL 

PENCEMARAN DAN 

PERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 
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Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) lahir dengan 

diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di 

Amerika Serikat, yaitu National Enviromental Policy Act (NEPA) 

pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, 

semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar 

yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap 

lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact 

Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan 

tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan 

lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara 

lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri 

dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta 

menurunnya nilai estetika alam. 

Reaksi itu akan mencapai keadaan eksterm sampai 

menimbulkan sikap menantang pembangunan dan penggunaan 

teknologi tinggi. Dengan ini timbulah citra bahwa gerakan 

lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, 

serta menempatkan para aktivis lingkungan sebagai lawan para 

perencana dan pelaksana pembangunan. Karena itu banyak pula 

yang mecurigai ANDAL sebagai suatu alat untuk menentang 

ataupun menghambat pembangunan. 

Di Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia 

tingkat kesehjahteraan masih rendah. Karena itu pembangunaan 

perlu di lakukan untuk meningkatkan kesejaghteraan masyarakat. 

ANALISIS MENGENAI 

DAMPAK LINGKUNGAN 
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A. Pendahuluan 

Otonomi merupakan kebebasan untuk mengurus rumah 

tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah 

daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk 

menyelengarakan  urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. 

Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus 

diperhatikan  dalam konteks hubungan kekuasaan  anatara 

pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua 

kedudukan, yaitu, sebagai organ daerah untuk melaksanakan 

tugas-tugas otonomi dan sebagai agen  pemerintah pusat untuk 

menyelenggarakan urusan pusat di daerah.102 

Sistem Otonomi Daerah itu, memutus hubungan mata 

rantai yang panjang antara pemda dengan pemerintah pusat. 

Pemda tidak perlu lagi meminta persetujuan teknis mendetail 

dari pejabat-pejabat di tingkat pusat. Dengan sistem otonomi, 

pemerintah pusat (logikanya) telah memberikan sebagian 

wewenagnya kepada pemda. Pejabat-pejabat pusat hanya 

memberi saran-saran demi kelancaran pembangunan di daerah. 

Walau beberapa wewenang tetap di tangan pusat, misalnya soal 

keuangan/fiskal, soal agama, soal hubungan luar negeri, soal 

pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. 103 

 
102 Moh Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

H.95 
103 Bungaran Antonius Simanjutak, 2011, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, 

Dan Masa Depan Indonesia,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, H.214-215 

PEMANFAATAN SUMBER 
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A. Pengetian Penegakan Hukum dan Pebedaan Persepsi 

Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. 116  Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum. Proses 

penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat 

hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan 

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana 

penegak hukum itu dijalankan.dalam kenyataannya, proses 

penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para 

pejabat penegak hukum.   

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat 

sukarela, melainmkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-

kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah 

tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi  

tingkah-laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di 

dalamnya para pejabat penegak hukum.117  

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan 

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat 

terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang 

 
116 Satjipto Rahardjo, 2009,  Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 

H. 24 
117 Ibid, H. 25 

PENEGAKAN HUKUM 

LINGKUNGAN 
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A. Pendahuluan 

Adanya konsensus bahwa tatanan global ditegakan di 

atas kepentingan perdamaian dunia.  Pasca Perang dunia II, 

masyarakat internasional jatuh pada kesimpulan segera 

mengambil langkah-langkah strategis dalam mengusung dunia 

yang leIbih beradab. Manfred Nowark menegaskan, sekalipun 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  (DUHAM) diakui 

sebagai hukum internasional yang tidak mengikat,  namun 

DUHAM merupakan penafsiran oritatif tentang istilah HAM 

dalm Piagam PBB.135 

Selain DUHAM (1948), Kovensi Internastional tentang 

Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), beberapa instrumen 

pokok lainnya juga muncul. Kesemuanya ini memberikan 

sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang 

berhak menikmati  hak-hak asasi manusia, baik dalam keadaan 

damai maupun perang.136 Dengan adanya instrumen-instrumen 

tersebut mestinya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM). Sebaliknya HAM harus dijunjung tinggi dan dihormati 

oleh, masyarakat internasional. Namun demikian yang terjadi 

masih banyak pelanggaran HAM. Dengan demikan 

pembangunan hukum masih terus dilaksanakan, terutama yang 

 
135 Manfred Nowak, 2003, Intruduction to the International Human Rights 

Regim, Martinus Nijhoff Publishers, H. 76 
136 Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-dimensi HAM Mengurai hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 79-8.  

PEMBANGUNAN HUKUM DAN 

PERLINDUNGAN HAK ATAS 

LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK 

DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI 
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A. Pendahuluan 

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti 

dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, ialah memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Tujuan nasional tersebut diwujudkan oleh bangsa 

Indonesia dengan melaksanakan pembangunan. Kehadiran 

pembangunan memang dibutuhkan oleh masyarkat dan negara. 

Pembangunan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteran 

masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam melaksanakan 

pembangunan terjadi eksploitasi atas berbagai sumberdaya 

alam yang menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan 

hidup dan pemiskinan masyarakat. Kerusakan lingkungan 

hidup tidak hanya merugikan generasi sekarang, tetapi juga 

merugikan generasi masa depan.  

Dalam meksanakan pembangunan  perlu difikirkan 

keberlanjutannya. Dalam keberlanjutan ini mengharuskan 

pelaksana pembangunan untuk merancang agenda 

pembangunan dalam jangka panjang untuk melihat dampak 

pembangunan baik yang positif maupun dampak yang negatif 

dalam segala aspeknya. Perlu memperhatikan keadilan antar 

generasi dalam proses pembangunan. Perlu konsep 

pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan 

antar generasi. Generasi sekarang dan generasi masa depan 

KONSEP PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN DAN 

KEADILAN ANTAR GENERASI 
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